
 
 

 
 

 
 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 
PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, 

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini 

N a m a  : Mohammad Taufiq 
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah 

     
Selanjutnya disebut pihak pertama 
 

N a m a : Nisbah  
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah 

   
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai 

lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah 

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan 

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak 

pertama. 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan 

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. 

 

                                                                               Palu, 9 Januari 2023 
 

Pihak Kedua, 

Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah 
 

 
 

 
 

(Nisbah) 

Pihak Pertama, 

Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah 
 

 
 

 
 

(Mohammad Taufiq) 

 

 
 
 

 
 

 

 
 



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH 

 

No. 
Sasaran Program/ 
Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan Target 

(1) (2) (3) (4) 

1 Terlaksananya pengelolaan, 
pengadaan, laporan dan 

dokumentasi logistik. 

Persentase satker yang menyelenggarakan 
Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan 

anggaran dalam pemenuhan kebutuhan 
logistik. 

 100% 

Persentase satker yang melaksanakan 

pengadaan logistik keperluan Pemilu/ 
Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap 

proses pengadaan yang mengakibatkan 
kerugian negara atau pemborosan uang 

negara. 

 100% 

Persentase satker yang menginventarisir dan 

memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 
sebelum pelaksanaan pemungutan suara 

dalam Pemilu/Pemilihan. 

 100% 

2 
 

Terlaksananya fasilitasi 
kegiatan hubungan antar 

lembaga, informasi publik dan 

pendidikan pemilih. 

Persentase fasilitasi pengelolaan informasi 
publik. 

 100% 

 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
hubungan antar Lembaga. 

 100% 

 Persentase fasilitasi pelaksanaan kegiatan 
pendidikan pemilih kepada masyarakat 

umum.  

 100% 

3 Terlaksananya fasilitasi 
advokasi/sengketa hukum 

dan dokumentasi/informasi 
produk hukum. 

Persentase penyelesaian sengketa hukum 
yang dimenangkan. 

 100% 

 Persentase pengelolaan dokumen produk 
hukum yang disusun dan diharmonisasi 

dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka 
regulasi KPU. 

 

4 
 

Terlaksananya tahapan 
penyelenggaraan Pemilu/ 

Pemilihan sesuai jadwal. 

Persentase KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang merencanakan 

program dan anggaran tepat waktu sesuai 
dengan siklus anggaran dan ketentuan yang 

berlaku. 

100% 

  Persentase jumlah badan adhoc yang 
terbentuk. 

100% 

  Persentase seleksi anggota KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah 

sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

100% 

  Persentase kegiatan pelatihan teknis 

kepemiluan bagi penyelenggara Pemilu KPU 
se Sulawesi Tengah. 

100% 

  Persentase KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data 
pemilih melalui coklit dan sistem informasi. 

100% 

  Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan/ 
bimbingan teknis tahapan Pemilu. 

100% 

  Persentase sarana dan prasarana teknologi 

informasi yang berfungsi dengan baik. 

100% 

  Persentase KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan 

tahapan pencalonan, kampanye Pemilu, dan 
pemungutan suara sesuai dengan jadwal. 

 

    



    

5 Terlaksananya pengelolaan 

keuangan dan barang milik 
negara berdasarkan SAP. 

Persentase ketepatan pembayaran gaji dan 

tunjangan. 

100% 

Persentase laporan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang tepat waktu dan 

valid. 

100% 

6 Terlaksananya layanan 

manajemen SDM. 

Persentase meningkatnya tertib administrasi 

dan pengelolaan sumber daya manusia. 

100% 

Persentase terlaksananya peningkatan 
kompetensi SDM. 

100% 

7 Terwujudnya dukungan 

operasional perkantoran serta 
sarana dan prasarana guna 

meningkatkan kelancaran 

tugas di lingkungan KPU 
Provinsi Sulawesi Tengah. 

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana 

dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan 
pegawai yang berfungsi dengan baik. 

100% 

 
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses 

Konsolidasi Demokrasi 
      Rp.   10.830.161.000,- 

2. Program Dukungan Manajemen       Rp.     4.795.746.000,- 

      Jumlah Pagu KPU Provinsi Sulawesi Tengah       Rp.   21.031.110.000,- 

 
 

Palu, 9 Januari 2023 

 
Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tengah 

 
 

 
 
 

Mohammad Taufiq 


